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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, _, 24 Maret 1984 umur 34 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan lbu Rumah Tangga,
tempat kediaman di _, RT.008 RW.002, Desa _, Kecamatan _,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 7 Juli 1980, umur 39 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat
kediaman di _, RT.008 RW.002, Desa _, Kecamatan _,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang
sudah tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di
dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tanggal 17 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pkb,

tanggal 17 Juli 2019 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap

Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
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RUtUSEhRAN PERgHag - d&IP ffergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 12 Maret 2001, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta

Nikah Nomor _, tanggal 2 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banyuasin |, Kabupaten Musi Banyuasin
(sekarang Kabupaten Banyuasin);

2.  Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah
milik orang tua Penggugat di Desa _ selama lebih kurang 1 (satu)
tahun, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Desa _, sampai
akhirnya berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak yang bernama;

®  laki-laki, umur 16 tahun;

® _, perempuan, umur 11 tahun;

®  laki-laki, umur 2 tahun;

Yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun,
akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2008, rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dikarenakan:
eBahwasanya, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
eBahwasanya, Tergugat sering minum — minuman keras;

e Bahwasanya, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

eBahwasanya, Tergugat sering berkata — kata kasar dan mengancam
ingin membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat;

e Bahwasanya, Tergugat memiliki banyak hutang;

eBahwasanya, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin
selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tanggal 10 Maret 2018, yang disebabkan Tergugat menjual
sawah tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil dari penjualan
sawah tersebut di gunakan Tergugat untuk hal — hal yang tidak jelas
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PUtUSAHBRK KARGPAMEIA - Yfaltlta, dil), kemudian terjadilah pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat menalak

Penggugat disaksikan Ibu Penggugat, Paman Penggugat dan Tokoh
Agama Desa _, kemudian Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi
sampai saat ini, sekarang Penggugat tinggal di rumah milik orang tua

di Desa _ sedangkan Tergugat tidak di ketahui alamatnya dengan jelas

dan pasti di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang
demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk
dipertahankan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui majelis
hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan
menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah
ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah hadir
sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh
halangan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun
kembali dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah
tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi

tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;
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putusapEpfikantNBanE 98eldnjutnya persidangan dilanjutkan dengan
dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Juli 2019 dengan Nomor

378/Pdt.G/2019/PA.Pkb tanggal 17 Juli 2019 yang maksud dan tujuannya

tetap dipertanankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan maupun

penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut
Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir
dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor
_, tanggal 2 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banyuasin |, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang
Kabupaten Banyuasin) yang telah bermeterai cukup dan dinazegelend,
kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan
aslinya, kemudian diberi kode bukti (P-1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat (Tergugat)
tanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa _ yang telah
bermeterai cukup dan dinazegelend, kemudian telah disesuaikan
dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi
kode bukti (P-2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut,
Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi |, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 08, RW. 03, Desa _,
Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah ibu kandung
Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

e Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di Desa _, Kecamatan _ sampai akhirnya berpisah;
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PULYSABARRRK PAGH FHERYE rifinah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat

sering berselisih dan bertengkar;

e Bahwa, saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

e Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan
lain, Tergugat mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan pernah
mau menjual sawah milik bersama;

e Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

e Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak saling memperdulikan lagi dan menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami isteri;

e Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

¢ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

2. Saksi Il, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di RT. 07, RW. 03, Desa _ Kecamatan _,
Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah tetangga Penggugat dan telah
memberikan keterangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:

e Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

e Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di Desa _, Kecamatan _ sampai akhirnya berpisah;

¢ Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat
sering berselisih dan bertengkar;

e Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat dan tetangga

sekitar rumah saksi;
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PULYSABARRRK HBAIESAS p&Réflsinan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat dikarenakan Tergugat pernah meminum racun rumput

dan sempat dilarikan ke puskesmas terdekat;

¢ Bahwa, Tergugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk mencari
teman perempuan untuk Tergugat;

e Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

e Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak saling memperdulikan lagi dan menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami isteri;

¢ Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

¢ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat secara lisan
menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam
berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap
termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka
perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian)
antara orang-orang yang beragama lIslam, oleh karenanya berdasarkan
Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan
Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan
Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin,
yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan
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BefHaSarKAAN PHBaN 3B Y &0 () Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada
Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan
Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili
gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan
diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil
dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana
ketentuan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah
hadir sendiri (in persoon) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan
oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat
diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat
namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi yang berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak
dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan

bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan
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R&TRN SBARY TR /20 U PEr88likhan dan pertengkaran, oleh karena itu

Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat
tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan
dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis
Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan
pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

A G Y allh ged g ald Cpaluiall alSa e aSla ) 20 (1

Artinya:  Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam
persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut,
maka di termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran
Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya
yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan
hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat,
karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai
pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan
hakim, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg barang siapa
mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena
itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor _, tanggal 2
April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banyuasin |, Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut dinilai telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan dinilai
sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig)
dan mengikat (bindende) sehingga harus dinyatakan terbukti antara
Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang
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AU SRR A AR kgl & Phsal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karena itu Penggugat dan Tergugat
dinilai mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) berupa Surat Keterangan
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa _ merupakan bukti otentik sepanjang
menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai tidak diketahuinya lagi
keberadaan Tergugat (Tergugat) di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga
mengajukan saksi - saksi yang bernama Saksi | dan Edy Satyo bin Sumedi,
dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum
dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan
berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat
yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat
yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah
kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi
Penggugat, bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali, sudah tidak ada nafkah,
sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban
sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi
Penggugat, bahwa di depan persidangan saksi menyatakan sudah tidak
sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi
Penggugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah

sesuai dengan agamanya masing-masing, oleh karenanya telah terpenuhi
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BYAFRCfOFRANEATIRABH 2RSS sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172,
dan 175 RBg, sehingga patut di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah
memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar
dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi
sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti
tertulis, saksi-saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,
namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

4. Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan
perkawinannya dengan Tergugat;

5. Bahwa, sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal
sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak
lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi
dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap
berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
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BEfHaSArAANKBITIRBASN VS Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi
Pengggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Tergugat
dan Penggugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim
berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat
dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga
yang sakinah, mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta
hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat
diwujudkan karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, oleh
karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dalam
Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim
yang berbunyi sebagai berikut:

(p 100} ) Ao ) Al paldl) Ao (3lha laa g3 da g W 42 p 3o 8 113 I

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci
kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya
kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat
Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Figh
Sunnah Jilid Il yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang
berbunyi sebagai berikut : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya
memudharatkan terhadap isteri, misal : memukul, mencaci maki, berkata
kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya
sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi
isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot
tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka
hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in sughro”.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat
ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah pecah (broken down marriage) dan dipandang telah memenuhi

unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
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PEYRAANGAN KepéerticerdsbaP dfatas, maka gugatan Penggugat untuk cerai
dengan Tergugat patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti
suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta
mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang
lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa
yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian
tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak
telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan
itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah
tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat
dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin
bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila
mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang
akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan
kemudharatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan
salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan
pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath
athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam
memutus perkara ini yang menyatakan: “Islam memilih lembaga
talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak
harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan
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BUAWSAstEIPEFaRARIRIHY @aPatruh) sebab dengan meneruskan perkawinan
berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang

berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang
bertentangan dengan semangat keadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak
melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b)
dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b)
dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi
perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
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putusaHRAKIKAMAPGRISRAD @dfam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Kamis tanggal 7 November

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh
kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI.,, M.HI sebagai Ketua Majelis, YENI
KURNIATI, S.HI dan DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH, masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri
oleh hakim hakim anggota dan didampingi oleh ZARBANI, S.H sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS
TTD TTD
YENI KURNIATI, S.HI RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

HAKIM ANGGOTA

TTD

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZARBANI, SH
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 500.000,00
4. Biaya PNBP Rp. 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
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BUtNRBrRI2hkamahagung.go.id Rp. 6.000,00
Jumlah Rp.666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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